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Soal Munculnya Pasal Lapindo

Banggar DPR Diminta
Tanggung Jawab

POLITISI PKS Nasir Jamil men-
desak Banggar DPR bertanggung ja-
wab terhadap munculnya pasal La-
pindo dalam APBNP 2013. Ini perlu

. dilakukan supaya DPR tidak dituding

main anggaran.

. “Ini kan uang rakyat, masa digu-
nakan untuk kepentingan Lapindo?

Banggar tidak bisa lepas tangan, ha-
rus jelaskan masalah ini pada ma-
syarakat. Kita nggak mau DPR ditu-
ding main anggaran. Dulu ada ayat
tembakau yang hilang, kok kini mun-
cul pasal Lapindo,” tegasnya di ge-
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dung DPR, kemarin.-

Anggota Komisi Hukum DPR itu
mendengar kabar pasal tersebut lahir
karena deal politiknya Demokrat
dengan Golkar supaya Golkar me-
nyetujui APBNP 2013. Apalagi se-
belum RUU APBNP 2013 diajukan
ke DPR, Ketua Umum Golkar Abu-
rizal Bakrie sudah ketemu Ketua
Umum Demokrat, SBY.

“Posisi Golkar sangat strategis dan
menentukan dalam rapat paripurna
kemarin. Jika Golkar tidak mendu-
kung pengesahan RUU APBN-P
2013, maka APBN-P tidak akan gol.
Jadi, deal itu wajar, karena kan tak
ada makan siang yang gratis,” kata
Nagir Jamil lagi.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDIP,
Hendrawan Supratikno mempersila-
kan masyarakat menggugat ke MK
kalau menganggap APBN-P 2013
janggal atau cacat hukum. Ditanya,

kenapa fraksinya sampai kecolongan,

Hendrawan mengatakan, mungkin
karena terlalu konsern dan fokus pada
persoalan yang lebih besar, yakni ke-
naikan harga BBM.

Ia mengatakan, sebenarnya pasal
Lapindo yang tercantum di Pasal 9
ayat | dan 2 APBN-P sudah ada da-
lam UU APBNP 2013. Jumlah ang-
garannya pun sama yakni Rp 155 mi-
liar. Bedanya, dalam APBN-P 2013
jumlah rukun tetangga (RT) dan desa
yang mendapat ganti rugi lebih ba-
nyak, dalam hal ini bhertambah Kelu-
rahan Porong. “Saya lihat memang
ruang untuk menampung kepenting-
an Golkar dalam pasal itu lebih luas,”
kata Supratikno:

Namun, Ketua Komisi VII DPR,
Sutan Batoeghana membantah. la
mengatakan, tidak ada pasal Lapindo
yang diselundupkan dalam APBNP
2013. Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang diri-

butkan itu dibahas 9 fraksi di Bang-
par. Anggaran itu untuk membiayai
dampak dari bencana alam yang ter-
jadi di Sidoarjo. Itu memang tang-
gung jawab pemerintah untuk mem-
bantu rakyat, masa disalahkan?

“Jadi, pasal itu tidak muncul tiba-
tiba. Pasal itu bukan karena deal an-
tara SBY dengan Ical. Kalau ada deal,
partai lain dapat apa,” kata Bhatoe-
ghana.

Berikut ini kutipan pasal 9 UU
APBNP 2013 yang disinyalir meng-
untungkan Partai Golkar. Yakni, per-
tama, untuk kelancaran upaya pe-
nanggulangan lumpur Sidoarjo, alo-
asi dana pada Badan Penanggulang-
an Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun
anggara 2013, dapat digunakan
untulk:

a. Pelunasan pembayaran pembe-
lian tanah dan bangunan di lnar peta
.area terdampak pada tiga desa (desa
Besuki, Desa Kedung cangkring dan
desa Pejarakan) dan sembilan rukun
tetangga di tigakelurahan (Kelurahan
Siring, Jatirejo dan Mindi)

b. Bantuan kontrak rumah dan
pembayaran pemabelian tanah dan ba-
ngun di luar peta area terdampak
lainnya pada 66 RT (kelurahan Mindi,

- Gedang, Desa Pamotan, Kalitengah,

Gempolsari, Glagaharum, Besuki,
Wanut, Ketapang dan kelurahan Po-
rong).

Kedua, dalam rangka penyelama-
tan perekonomian dan kehidupan so-
sial kemasyarakatan di sekitar tanggul
lumpur Sidoarjo, anggaran belanja
yang dialokasikan pada BPLS tuhun
anggaran 2013 dapat digunakan
untuk kegiatan mitigasi penanggu-
langan semburan lumpur, termasuk di
dalamnya penanganan tanggul utama
sampai ke Kali Porong (mengalirkan
lumpur dari tanggul utama ke Kali
Porong) dengan pagu anggaran paling
tinggi sebesar Rp155 miliar. m HPS
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